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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke
hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga pada akhirnya penulisan buku yang
berjudul “Hukum Kepegawaian” ini dapat terselesaikan.
Buku ini menjelaskan mengenai teori-teori dan ruang
lingkup tentang hukum kepegawaian, serta terdapat sedikit
bagian dalam bab di buku ini yang menjelaskan bagaimana
perbandingan antara dasar hukum hukum kepegawaian.
Pada saat ini pengaturan kepegawaian di Indonesia
mengalami perubahan yang cukup komperhensif,
diubahnya Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang No.43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara menimbulnya berbagai macam
perubahan dalam manajemen kepegawaian, perubahan
konsep dan peristilahan yang terdapat dalam peraturan
kepegawaian ini menyebabkan pelaksanaan manajemen
kepegawaian harus beradaptasi atau dengan kata lain
sampai saat ini kita masih dihadapkan pada masa transisi,
yang mana sebagian aturan lama yang terkait dengan
kepegawaian masih digunakan meskipun telah ada
aturan yang baru. Meskipun sudah terdapat beberapa
buku mengenai Hukum Kepegawaian, namun sebagaian
besar belum menyinggung mengenai aturan yang paling
baru mengenai kepegawaian, yaitu Undang-Undang No.
5 Tahun 2014, seperti yang dituliskan dalam buku ini.
Selain itu buku ini juga telah disesuaikan dengan silabus
mata kuliah Hukum Kepegawaian. Meskipun masih
banyak kekurangan, namun buku yang merupakan buku
ajar ini diharapkan dapat digunakan dan ditujukan untuk
bahan perkuliahan mahasiswa, dan diharapkan dapat
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dibaca oleh mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa
dari fakultas lainnya yang sedang mempelajari tentang
Hukum Kepegawaian serta dapat memberikan manfaat
bagi pemakai. Saran dan kritik dari para pembaca
akan sangat kami harapkan untuk memperbaiki segala
kekurangan dalam buku ini.

Penulis
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